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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah  

Indonesia adalah negara hukum sebagaimana yang tercantum dalam 

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945
1
 (selanjutnya disebut UUD 1945). Dalam melakukan segala tindakan di 

negara ini harus didasarkan kepada hukum sesuai yang telah diamanatkan 

UUD 1945. Manusia sebagai individu memiliki kencederungan untuk tidak 

hidup sendiri melainkan membutuhkan individu lainnya agar dapat 

berinteraksi satu sama lain. Adanya interaksi antar manusia ini memberikan 

suatu hubungan yang erat untuk saling membantu dengan manusia dengan 

lainnya. Hal inilah yang memberikan acuan bahwa hukum harus berada di 

tengah-tengah kehidupan manusia, karena hukum merupakan aturan-aturan 

hidup yang mengatur hubungan antar manusia yang hidup bersama dalam 

satu kumpulan manusia atau masyarakat.
2
 Oleh karena itu, hukum memiliki 

pengaruh yang penting untuk setiap manusia dalam menjalani kehidupannya, 

hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh para ahli hukum.  

Menurut Meyers, hukum adalah: 

“Semua aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan, ditujukan 

kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat yang menjadi 

                                                           
1
 Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

(Amandemen Ke-III), Lembaran Negara Nomor 13 Tahun 2006, Jakarta, 9 November 2001  
2
 Mochtar Kusumaatmadja dan Arief Sidharta, Pengantar Ilmu Hukum, (Bandung: PT. Alumni, 
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pedoman bagi penguasa-penguasa negara dalam menjalankan 

tugasnya.”
3
 

 

Menurut Utrecht, hukum adalah: 

“Sebagai himpunan peraturan-peraturan (perintah dan larangan) yang 

mengurus tata tertib suatu masyarakat dan oleh karena itu harus 

ditaati oleh masyarakat itu.”
4
 

  

Dengan demikian, manusia yang hidup dalam masyarakat akan selalu 

membutuhkan kehadiran hukum, karena pada dasarnya setiap ketentuan 

hukum berfungsi untuk mencapai tata tertib antar hubungan manusia dalam 

kehidupan sosial, dan hukum juga hadir untuk menjaga agar selalu terwujud 

keadilan dalam kehidupan sosial.
5
 

Dalam hal manusia melakukan suatu perbuatan secara melawan 

hukum hingga menyebabkan kerugian bagi orang lain, dapat disebut sebagai 

perbuatan melawan hukum yang telah diatur pada Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata).
6
 Perbuatan melawan 

hukum diatur di dalam Pasal 1365 KUHPerdata yang berbunyi: 

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada 

orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan 

kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. 

 

Berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata tersebut, perbuatan melawan 

hukum harus mengandung unsur-unsur sebagai berikut:
7
 

 

                                                           
3
 E.M. Meyers, dalam “De Algemene Begrippen van Het Burgerlijk Recht”, sebagaimana dikutip 

oleh C.S.T Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Jilid I, Pengantar Ilmu 

Hukum Semester Ganjil, (Jakarta: Balai Pustaka, 1992), hal. 9  
4
 Teguh Prasetyo, Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum, (Bandung: Nusa Media, 2015), 

hal. 148  
5
 Abdoel Djamali, Pengantar Hukum Indonesia, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hal. 2 

6
 Diterjemahkan oleh Prof. Subekti dan R. Tjitrosudibio, (Jakarta: PT Balai Pustaka, 2014) 

7
 Munir Fuady, Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer, (Bandung: PT Citra Aditya 

Bakti, 2018), hal. 10 
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1. Adanya suatu perbuatan; 

2. Perbuatan tersebut melawan hukum; 

3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku; 

4. Adanya kerugian bagi korban; 

5. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.  

Perbuatan melawan hukum yang terjadi dalam kasus ini mengenai 

harta peninggalan yang ditinggalkan oleh pewaris berupa tanah dan 

bangunan. Pewaris meninggalkan hartanya yang diturunkan kepada anaknya 

untuk selanjutnya dapat memiliki tanah dan bangunan sebagai ahli waris. 

Pewarisan merupakan salah satu bentuk beralihnya hak kepemilikan orang 

atas suatu benda.
8
 Peralihan hak kepemilikan ini berasal dari pewaris yang 

memberikannya kepada ahli waris menjadi pemegang hak atas tanah dan 

bangunan. Hukum waris diatur dalam Buku II KUHPerdata tentang 

Kebendaan, dalam Pasal 830 KUHPerdata menyatakan bahwa: 

“Pewarisan hanya berlangsung karena kematian”. 

Sehingga pada dasarnya peralihan harta kekayaan seseorang kepada ahli 

warisnya terjadi karena adanya kematian. Selain itu, pewarisan dapat terjadi 

karena 2 (dua) hal, yakni pewarisan menurut undang-undang dan pewarisan 

yang dilakukan secara wasiat atau testamen. Oleh karena itu, pewarisan baru 

akan terjadi apabila memenuhi 3 (tiga) syarat sebagai berikut:
9
 

1. Ada orang yang meninggal dunia; 

                                                           
8
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9
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2. Ada orang yang masih hidup sebagai ahli waris yang akan memperoleh 

warisan pada saat pewaris meninggal dunia; 

3. Ada sejumlah harta kekayaan yang ditinggalkan pewaris. 

Berkaitan dengan kasus ini, pewaris meninggalkan harta berupa tanah 

dan bangunan yang ditujukan kepada ahli waris. Tanah menurut Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok 

Agraria
10

 (selanjutnya disebut UUPA) adalah hanya permukaan bumi saja.
11

 

Hal ini dinyatakan di dalam Pasal 4 ayat (1) UUPA bahwa,  

“Atas dasar hak menguasai negara, ditentukan adanya macam-macam 

hak atas permukaan bumi yang disebut tanah, yang dapat diberikan 

dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri-sendiri maupun bersama-

sama dengan orang lain serta badan-badan hukum lain.” 

 

Oleh karena itu, tanah merupakan salah satu sumber daya alam yang 

diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan diberikan kepada manusia. 

Pemberian tersebut tentunya untuk memberikan manfaat yang besar bagi 

kehidupan manusia. Dimana manusia dapat memanfaatkan tanah sebagai 

tempat tinggal, tempat melangsungkan hidup, memperoleh pangan dengan 

cara mendayagunakan tanah tersebut untuk meningkatkan taraf hidup.  

Hubungan manusia dengan tanah sangat erat berkaitan, dimana tanah 

sebagai benda tetap tentunya akan tetap utuh dan abadi yang tidak akan 

musnah dari permukaan bumi ini. Tanah yang berasal dari harta peninggalan 

ini akan berpengaruh besar sebab dapat digunakan oleh ahli waris sampai 

                                                           
10

 Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 1960 Nomor 104, 

Tambahan Lembaran Negara (TLN) Nomor 2043, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, 

Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Jakarta, 24 September 1960 
11
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kepada keturunan selanjutnya. Tanah memberikan dampak yang besar untuk 

kesejahteraan setiap orang dalam segala aspek kehidupan. Secara umum, 

status dalam tanah dibagi menjadi 2 (dua) yaitu: 

1. Tanah-tanah yang sudah dikuasai hak-hak atas tanah primer, disebut juga 

“tanah-tanah hak” dengan nama sebutan dari hak yang diperolehnya. 

Contohnya tanah hak milik, tanah hak guna usaha, tanah hak guna 

bangunan dan sebagainya. 

2. Tanah negara adalah tanah yang langsung dikuasai oleh negara, yaitu 

tanah-tanah yang diatasnya tidak dikuasai dengan suatu hak atas tanah.  

Dalam mewujudkan kepemilikan tanah untuk masyarakat dalam Pasal 

16 ayat (1) UUPA
12

 terdapat hak-hak atas tanah. Terbaginya kepemilikan 

tanah ke dalam beberapa jenis hak yang diberikan supaya setiap subjek 

hukum mendapatkan porsinya masing-masing. Agar subjek hukum dapat 

melaksanakan hak dan kewajiban yang diterimanya melalui kepemilikan 

tanah itu.  

Pada kepemilikan tanah tersebut dapat mengakibatkan persengketaan 

tanah antar manusia dengan yang lainnya. Kementerian Agraria Tata 

Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyebutkan sengketa yang 

ditangani sepanjang tahun 2018 berjumlah 2.546 kasus.
13

 Sengketa tersebut 

                                                           
12

 Selengkapnya bunyi Pasal 16 ayat (1) UUPA adalah hak milik, hak guna usaha, hak guna 

bangunan, hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah, hak memungut hasil hutan, hak-hak yang 

tidak termasuk dalam hak-hak tersebut akan ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak yang 

sifatnya sementara yang disebutkan dalam Pasal 53 yaitu hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak 

menumpang dan hak sewa pertanian 
13

 Rosiana Haryanti, “Catat, Ada 2.546 Sengketa Tanah Sepanjang Tahun 2018”, 

<https://properti.kompas.com/read/2019/02/27/180422821/catat-ada-2546-sengketa-tanah 

sepanjang-2018>, diakses 17 Oktober 2019  
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disebabkan keinginan untuk menguasai tanah tanpa sesuai dengan haknya 

mengakibatkan timbulnya permasalahan yang terjadi dikemudian hari. 

Timbulnya sengketa hukum mengenai tanah berawal dari pengaduan suatu 

pihak yang berisi keberatan-keberatan dan tuntutan hak atas tanah baik 

terhadap status tanah, prioritas maupun kepemilikannya dengan harapan 

dapat memperoleh penyelesaian secara administrasi sesuai dengan ketentuan 

peraturan yang berlaku.
14

 Mengenai sengketa tanah yang sering terjadi, salah 

satunya adalah sengketa tanah waris. Ini dikarenakan dalam pembagian harta 

adanya pihak lain yang juga turut serta mengambil bagian dari harta yang 

bukan hak miliknya.  

Proses pemilikan atau peralihan hak atas tanah yang diperoleh secara 

warisan paling sering menjadi masalah dikalangan masyarakat terutama 

mengenai warisan atas tanah yang diperoleh secara turun-temurun.
15

 Secara 

umum, permasalahan mengenai pemilikan tanah secara warisan dapat 

dikelompokkan berdasarkan kondisi perolehannya, sebagai berikut:
16

 

1. Sertipikat masih terdaftar atas nama pewaris dan akan di balik nama ke 

seluruh pewaris; 

2. Sertipikat masih terdaftar atas nama pasangan pewaris (suami atau istri 

pewaris); 

3. Sertipikat sudah terdaftar atas seluruh ahli waris (sudah balik nama), akan 

tetapi dilepaskan ke salah seorang ahli waris saja.  

                                                           
14

 Rinto Manulang, Segala Hal Tanah, Rumah & Perizinannya, (Yogyakarta: Buku Pintar, 2011), 

hal. 125 
15

 Irma Devita Purnamasari, Hukum Waris, (Bandung: Kaifa, 2014), hal. 173 
16

 Ibid.  
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Berkaitan dengan hal-hal tersebut, akan membahas kasus mengenai 

perolehan hak atas tanah yang berasal dari warisan dalam Putusan Mahkamah 

Agung Nomor 547 K/Pdt/2017. Kasus ini bermula dari Soeharso 

Kartodipoero yang meninggal dunia pada tanggal 12 Agustus 1995. Selain 

almarhum meninggalkan anak-anak yang lahir dari perkawinannya dengan 

Siti Aminah, yaitu: 

1. Giri Prasetyo, meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 7 Juni 1995 dan 

tidak pernah menikah; 

2. Hesti Kartika Nindiah; 

3. Gatri Lunarindiah; 

4. Raden Susapto; 

Almarhum juga meninggalkan harta berupa tanah dan bangunan yang 

terletak di Jalan Yusuf Adiwinata Nomor 25 Pav, RT 003, RW 001, 

Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat dalam Sertipikat 

Hak Guna Bangunan Nomor 734/Gondangdia atas nama Soeharso 

Kartodipoero yang berada dalam proses perpanjangan hak karena hak guna 

bangunan telah berakhir sejak tahun 2005.  

Almarhum tidak hanya memiliki anak-anak yang lahir dari 

perkawinan, tetapi juga mengasuh 3 (tiga) orang anak yaitu Satrio Lelono, 

Agus Prakoso, dan Lies Triantini hingga menyekolahkan mereka semua. 

Setelah almarhum meninggal dunia hubungan anak kandung (selanjutnya 

disebut Para Penggugat) dan anak asuh (selanjutnya disebut Para Tergugat) 

tetap berjalan dengan baik, bahkan Para Penggugat atas permintaan Satrio 
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Lelono (selanjutnya disebut Tergugat I) dan Agus Prakoso (selanjutnya 

disebut Tergugat II) telah memperbolehkan mereka untuk tinggal sementara 

di rumah peninggalan almarhum yang terletak di Jalan Yusuf Adiwinata 

dengan berkewajiban untuk menjaga dan mengurus rumah dengan baik.  

Para Penggugat mendapatkan informasi dari Bank Central Asia 

(BCA) bahwa setelah Soeharso Kartodipoero meninggal dunia, Para Tergugat 

secara diam-diam mengurus akta kelahiran mereka yang dibuat melalui jalur 

pelayanan dispensasi akta kelahiran dengan memberikan keterangan yang 

tidak benar dan mencoba mengambil simpanan almarhum yang ada di BCA. 

Akta kelahiran digunakan Para Tergugat untuk membuat surat keterangan 

waris yang menyatakan seolah-olah Para Tergugat juga mendapat bagian dari 

harta yang ditinggalkan oleh almarhum. Selain itu, Sertipikat Hak Guna 

Bangunan yang dimiliki oleh Soeharso Kartodipoero telah berakhir jangka 

waktunya sejak tahun 2005. Oleh karena itu, Para Penggugat akan melakukan 

perpanjangan hak dan balik nama Sertipikat Hak Guna Bangunan tersebut. 

Namun, saat pengurusan hak Tergugat I melarang petugas pengukuran yang 

akan melakukan pengukuran ulang terhadap tanah dan bangunan yang 

terletak di Jalan Yusuf Adiwinata tersebut dengan alasan bahwa Tergugat I 

sebagai pemilik yang sah. Akibat dari Tergugat I yang menghambat proses 

perpanjangan hak dan balik nama, Para Penggugat menjadi terkendala untuk 

mengurus Sertipikat Hak Guna Bangunan tersebut.  

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dalam penelitian ini 

tertarik untuk meneliti mengenai unsur-unsur perbuatan melawan hukum 
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yang dilakukan oleh Para Tergugat dan perlunya pembahasan lebih dalam 

mengenai kedudukan ahli waris yang sah untuk mendapatkan warisan dalam 

kasus tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini berjudul “TINJAUAN 

YURIDIS PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM KASUS 

PERPANJANGAN HAK GUNA BANGUNAN ATAS HARTA 

PENINGGALAN (STUDI PUTUSAN MA NOMOR 547 K/Pdt/2017)”. 

 

1.2. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah dalam penelitian 

ini sebagai berikut: 

1. Bagaimana pemenuhan unsur-unsur perbuatan melawan hukum dalam 

kasus perpanjangan hak guna bangunan nomor 734/Gondangdia 

berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 547 K/Pdt/2017? 

2. Bagaimana kedudukan para pihak yang bersengketa dalam hukum waris 

berdasarkan KUHPerdata? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan melakukan suatu penelitian untuk mencari jawaban dari 

permasalahan sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui terpenuhinya unsur-unsur perbuatan melawan hukum 

dalam kasus perpanjangan hak guna bangunan nomor 734/Gondangdia 

berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 547 K/Pdt/2017. 

2. Untuk mengetahui kedudukan para pihak yang bersengketa dalam hukum 

waris berdasarkan KUHPerdata. 



 

10 
 

1.4. Manfaat Penelitian 

Hasil melalui penelitian diharapkan memberikan suatu manfaat 

sebagai berikut: 

1.4.1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi 

dan pengetahuan lebih mendalam bagi pengembang ilmu berikutnya, 

khususnya mengenai perbuatan melawan hukum dalam bidang tanah 

yang merupakan harta peninggalan yang ditinggalkan oleh pewaris. 

1.4.2. Manfaat Praktis  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 

masyarakat umum untuk mengetahui informasi lebih dalam tentang 

perkara perbuatan melawan hukum mengenai perpanjangan hak guna 

bangunan nomor 734/Gondangdia yang berasal dari harta peninggalan. 

Serta penelitian ini dapat menjadi masukan bagi masyarakat yang 

mengalami kasus serupa seperti Putusan Mahkamah Agung Nomor 

547 K/Pdt/2017, supaya di masa depan tidak terjadi lagi kasus tersebut.  

 

1.5. Sistematika Penulisan  

Dalam penelitian ini, membagi tulisan menjadi 5 (lima) bab. Setiap 

bab dan sub bab disusun secara sistematis agar mempermudah dalam 

memahami tulisan ini. Adapun urutan dari masing-masing bab beserta 

pembahasannya sebagai berikut: 

BAB I   PENDAHULUAN 

   Dalam bab ini bagian awal penulisan ini, memaparkan latar 
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belakang masalah sehingga mengangkat tulisan ini untuk 

dikaji lebih lanjut dalam perbuatan melawan hukum dalam 

kasus perpanjangan hak guna bangunan yang berasal dari 

harta peninggalan, rumusan masalah sebagai gambaran 

yang diteliti, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan 

sistematika penulisan. 

 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini diuraikan mengenai tinjauan pustaka yang 

terdiri dari tinjauan teori dan tinjauan konseptual. Teori-

teori yang digunakan berisi teori perbuatan melawan 

hukum, teori mengenai hukum waris dan teori 

pengangkatan anak. Sedangkan tinjauan konseptual berisi 

pengertian-pengertian yang membatasi dalam penelitian ini.  

 

BAB III  METODE PENELITIAN 

Pada bab ini berisi tentang tata cara pembuatan tulisan ini 

mulai dari jenis penelitian, jenis data, cara perolehan data, 

jenis pendekatan serta analisis data yang digunakan dalam 

penelitian ini. 

 

BAB IV  HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS 

Dalam bab ini berisi mengenai pembahasan dari rumusan 

masalah dan menganalisis mengenai unsur-unsur perbuatan 
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melawan hukum dalam kasus perpanjangan hak guna 

bangunan nomor 734/Gondangdia yang berasal dari harta 

peninggalan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung 

Nomor 547 K/Pdt/2017. Serta bab ini memberikan 

penjelasan kedudukan para pihak yang bersengketa untuk 

dapat menjadi ahli waris yang sah dari harta peninggalan 

tersebut.  

 

BAB V  KESIMPULAN DAN SARAN  

   Bab ini merupakan bagian terakhir penulisan dari penelitian  

yang didalamnya berisikan kesimpulan yang ditulis secara 

berurut berdasarkan pembahasan yang telah ada di bab-bab 

sebelumnya dan memberikan saran untuk permasalahan 

yang ada. 

 

 

 

 

 

 

 

 


